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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Sa6nan 

PERATURA!f BUPATI BOJOJIEGORO 
IIOMOR 39 TARUII 2011 

TBIITAIIG 

PEIIGELOL&All PROGRAM JAJIIl(AII KESBBATAII IIASYARAKAT 
DI PELAYAIIAII KESEHATAII DASAR KABUPATBII BOJOlfEGORO 

DBIIGAII RAIDIAT TUHA1' YAIIG IIL\BA BSA 

BUPATI BOJOllfBGORO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan sosial 
di bidang kesehatan, khususnya masyarakat miskm dan 
tidak mampu, perlu diselenggarakan Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamk:esmas) yang menjadi 
tanggung jawab dan ' dilaksanakan bersama oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah; 

Menejngat 

b. bahwa untuk menjamin masyarakat miskin dan 
mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah 
kebutuhan dasar kesehatannya yang layak 
terpenuhi; 

tidak 
agar 

dapat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 
butir a dan b diatas pengelolaan program Jaminan 
Kesebatan Masyarakat (JamkesmasJ perlu ditetapkan 
dalam suatu Peraturan Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuanganan Negara (Lembaran Negara Tabun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negi,ra Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambaban Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undan.g-Undang Nomor 29 Tabun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negiira Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaban Daerah sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8 . Undang-Undang Nomor 4-0 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tabun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumab 
Sakit (Lembaran Negara Tabun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintab Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintab Oaerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tabun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
Nomor4741); 

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tabun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Nasional 2010-2014; 

16. Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 903/MENKES/PER/ 
V/2011 tentang Pedoman P,,,Jaksanaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/ 
Vl/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan 
Oasar Jamkesmas; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/1/ 
2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 
Tahun 2010-2014; 

19. Peraturan Oirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban 
APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan No. PER-ll/PB/2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Dirjen Perbendaharan No. PER-
66/PB/2005; 

20. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-21/PB/2011 
tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan 
Masyarakat; 
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21. Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten 
Bojonegoro; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tabun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 2} sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2010 Nomor 6}; 

23. Peraturan Daerab Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Oarah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 2); 

24. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

IIEIIUTVSKAlf : 

lleaet:apbll : PERATURAII BUPATI TEIITAIIG PEJIGELOLAAN 
PROGRAM JAIDIIAII KBSEIIATAII IIASYARAKAT DI 
PBLAYAllAll KESEBATAII DASAR KABUPATEN 
BOJ01'EGORO 

BABI 
KETEKTUAlf UIIUII 

Paaal l 

Oalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan : 

l. Oaerah, adalah Kabupaten Bojonegoro; 

2. Pemerintab Oaerah, adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; 

3. Bupati, adalah Bupati Bojonegoro; 

4. Dinas Kesehatan Oaerab, adalab Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro; 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesebatan Kabupaten yang 

berfungsi sebagai Pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat 

pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata 

pertama (pelayanan kesehatan dasar) di wilayab kerjanya; 

6. Puskesmas Keliling, adalab Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas 

dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) 

atau transportasi lainnya di lokasi yang jaub dari sarana Pelayanan yang 

ada; 
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7. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana 

clan berfungsi menunjang serta membantu ll"elaksanakan kegiatan 

kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang 

lebih kecil dan sumberdaya yang lebih terbatas; 

8. Puskesmas dengan Perawatan, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat 

yang mempunyai minimal 10 (sepulub) tempat tidur, digunakan untuk 

mclakukan perawatan sementara terhadap penderita sebelum <lirujuk ke 

Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan atau tidak; 

9. Pos Kesebatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalab upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM} yang c!Joentuk didesa 

dalam rangka mendekatkan/menyedialcan pelayanan kesehatan dasar 

bagi masyarakat desa; 

10. Pelayanan Rawat lnap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan 

Rawat lnap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien 

observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rebabilitasi medik dan 

atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap; 

l 1. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut 

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Petta.ma (RJTPI adalah pelayanan di unit 

rawat jalan kepada pasien untuk dilakukan observasi, preventif, 

diagnosis, pengobatan, tindakan medik dan pelayanan kesehatan 

lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, 

dokter gigi dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangan; 

12. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Pusat yang 

meliputi ~yanan Kesehatan Dasar, Pertolongan Persalinan, dan 

pelayanan Rujukan di Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Pelayanan di 

kelas III); 

13. Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah institusi pelayanan kesehatan 

sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI dan Swasta. 
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BABU 
TUJUAJI 

Pual 2 

(II Program Jaminan Kesehatan Masyarakat memiliki tujuan secara umum 

untuk mcningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya 

masyarakat miskin; 

(2) Program Jamioao Kesehatan Masyarakat selain memiliki tujuan secara 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) jug;, memiliki tujuan 

khusus sebagai berikut : 
a. Membenlcan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada 

peserta diseluruh jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas 

b. Mendorong peoingkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi 

peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. 

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

BABm 
SASARAlf 

Pual 3 

(1) Seluruh peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu masyarakat 

miskin dan tidak mampu yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan 

Masyarakat atau yang sudah tercatat di database kepesertaan, tidak 

termasuk penduduk yang sudah mempunayi jaminan kesehatan lainnya. 

(2) Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum 

termasuk peserta Jamkesmas/tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan 

Masyarakat. 

(3) Oelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas 

Sosial/institusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukan 

kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. 

(4) Masyarakat miskin Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan, Pengbuni Rum.ah Tahanan, dan Korban Bencana Pasca 

Tanggap Darurat yang direkomendasi dinas/institusi terkait. 
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BABIV 
KEBJJAKAll 

Pu1114 

Kebijakan Operasional Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah : 

a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi satu kesatuan 

dengan pengelolaan .Jaminan Persalinan dengan prinsip dana amanat 

dan nirlaba dan diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial; 

b. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dapat 

memanfaatkan pelayanan di sehuuh jaringan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama dan tingkat Janjutan (Rumah Sa.kit) di kelas 

m yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola 

Jaminan Kesebatan Masyarakat Kabupaten; 

c. Pembayaran etas pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilakukan 

dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan. Untuk Pelayanan Kesehatan 

Dasar tingkat pertama di fasilitas kesebatan pemerintah (Puskesmas 

dan Jaringannya) dan pelayanan kesebatan Rujukan pada Fasilitas 

Kesebatan Lanjutan pada kelas ID; 

d. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan dengan 

prinsip portabilitas, pelayanan terstruktur berjenjang, efisiensi, 

transparan dan akuntabel; 

e. Pelaksan= pelayanan .Jaminan Kesehatan Masyarakat mengacu pada 

Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleb 

Kementerian Kesehatan RI yang berlaku 

BABV 
RUAlfG LJJfGKUP JAIDJl(Alf KESEIIATAlf IIASYARAKAT IJAIIKESIIABI 

PaNIS 

Ruang lingkup pelayanan Jaminan Kesebatan Masyarakat terdiri dari : 

a . Kegiatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 

b. Kegiatan Rawat !nap Tingkat Pertama (RITP) 



- 7 -

Pual6 

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pert.ama ..,.bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a adalah pelayanan di unit rawat jalan kepada pasien 

untuk dilakukan observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan 

medik, rebabt1itasi medik dan pelayanan kesebatan lainnya tanpa 

tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan 

tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangan. 

(2) Pelayanan Rawat Jnap Tingkat Pertama S<"bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan, 

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya 

dengan tinggal di ruang rawat inap. 

BABVI 
PAKBT IIAIIFAAT JAIIDIAK XESEffATAK JIASYARAKAT 

Pual7 

(1) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat roendapatkan manfaat 

Pelayanan meliputi : 
a Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) ,Maksanakan pada Puskesmas 

dan jaringannya roeliputi pelayanan: 

1) Konsultasi med.is, pemeriksaan fisik den penyuluhan kesehatan; 

2) Laboratorium sederhana (darah, urin, den reses rutin); 

3) Tindakan medis kecil; 

4) Pemeriksaao den peogobatan gigi, termasuk cabut/tambal; 

S) Pemeriksaao ibu hamil/nifas/menyusui, bayi den balita; 

6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi 

disediakao institusi yang menangani program KB); 

7) Pemberian obat sesuai indikasi. 

b. Rawat lnap Tingkat Pertama (RITP), dilaksaoakao pada puskesmas 

perawatan, meliputi pelayanan: 

1) Akoroodasi rawat inap; 

2) Konsultasi med.is, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan; 

3) Laboratorium sederbana (darah, urin den feses rutin); 

4) Tindakan medis kecil/ sederhana; 

5) Pemberian obat sesuai indi.kasi; 

6) Persalinan normal den deogan peoyulit/rcsiko tinggi untuk 

tindakao cmergensi (l'ONED). 
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c. Persa)ioso oormsl dilskuksn di puskesmss/bidan di desa/Poskesdes; 

d. Pelaysnsn gswat darurst/ emergency. Kriteris/ diagnose gawat darurst, 

sebagaimans tercantum dslam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang stander instslasi gawat darurat 

(!GD) Rumsh Sakit. 

(2) Dana Jaroioao Kesehatan Masyarakst di Puskesmas dao jaringannya 

tidak dspat dimanlaatkan uotuk operasionsl pelayaoao kesehatao luar 

geduog, karena akan didanai dari Biaya Operasional Kesehatan. 

BABVD 
PltlmilAAII JAJOlfAII' KESBBATAII' IIASYARAKAT (JAIIKESIIIAS) 

Pual8 

(1) Peogelolaan Dana .lamioan Kesehatan Masyarakst (Jamkesmas) dan 

,Jamioao Persalinao (Jampersal) dilskukao secara terintegrasi. 

(2) Pengelolaao dana Jaminan Kesehatao Masyarakat (Jamkesmas) 

dilslrukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro selaku Tim 

Pengelola Jaroinan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan 

Persslinan dan Baotuan Operasional Kesehatao (BOK). 

Pual9 

Ketentuao umw:n dislribusi dana adalab sebagai berikut: 

1. Dana .lamioao Kesehatao Masyarakat (Jamkesmas) 

a. Di pelayanao dasar (Puskesmas) disalurlcao ke 

terintegrasi deogan dana Jaminan Kesehatan 

(Jamkesmas) di pelayanao kesehatan dasar; 

Kabupaten, 

Masyarakat 

b. Di pelayanao tingkat laojutan (Rumsh Sakit) diki.rimkan laogsung ke 

Rumah Sakit menjadi satu kesatuan dengao dana Jaminan 

Kesehatao Masyarakat (Jamkesmas) yang disalurkao ke Rumah 

Sa.kit. 

2. Pendaoaao Jaminan Kesehatao Masyarakat (Jamkesmss) dan Jaminao 

Persalinao di pelayanan dasar merupakan belaoja bantusn sosisl 

bersumber dari dana APBN uotuk mendorong percepatan pencapaian 

MDG's pada tahuo 2015, seksligus Jl('Oiogkatan kualitas pelayanan 

kesehatan termasuk persalinao oleh tenaga kesehatao di fasilitas 

kesehatao; 
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3. Dana belanja bantuan sosial sebagaimana diroaksud pada butir ? adalab 

dana yang dipcruntukkan bagi pelayanan kesehatan peserta Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan pelayanan persalinan bagi 

selurub ibu hamil/bersalin yang membutuhkao; 

4. Dana sebagaimaoa dimaksud pada butir 2 den 3, disalurkan pemerintah 

melalui SP2D Kementerian Kesehatan ke rekening Kepala Dines 

Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggung jawab program, 

dan setelab itu status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat 

(sasaran), yang ada di rekening Dinas Kesebatan Kabupaten Bojonegoro; 

5. Dana sebagaimana dimaksud pads butir 2 den 3 setelab digunakan oleh 

Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (yang 

bekerjasaroa), maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan 

fasilitas kesehatan. 

Pual 10 

Besaran alokasi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

diperb;hmgkao berdasarkan jumlab kartu peserta Jamkesmas yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro. 

Pual 11 

Dana Jaminan Kesebatan Masyarakat (Jamkesmas) dao Jaminan Persalinan 

untu.k pelayanan dasar di Puskesmas dao jaringannya disalurkan langsung 

melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Rekening Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten sebagai penanggung jawab program etas nama 

Jnstitusi dan dikelola Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) dan Bantuan Opcrasional Kesehatan (BOK) Kabupaten untuk 

pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama; 

Pual 12 

(I) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA), sebagairoana dimaksud dalam Pasal 11 membuka rekening 

khusus Jaminao Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan 

Persalinan dalam bentu.k giro bank, atas nama Dinas Kesehatan 

Kabupaten (institusi) untuk menerima dana Jamkesmas pelayanan 

dasar dao dana Jaminan Persalinan. 
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(21 Kepala Oinas Kesebatan Kabupaten membuat surat edaran kc 

Puskesmas untuk: 

a. Membuat Plan of Action (POA) tahunan dan bulanan untuk pelayanan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan 

Pe-rsalioan sebagai dasar perkiraan kebulllhan Puskesmas untuk 

pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat {Jamkesmas) dan 

Jaminan Persalinan; 

b. Plan of Action (POA) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan 

bagian dari POA Puskesmas secara keseluruhan dan tertuang dalam 

lokakruya mini puskesmas. 

BABVUI 
TARD' PELAYAll"A1' 

Pual 13 

(I) Tarif Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Jaminan Kcsehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) di fasilitas kesehatan dasar berdasarkan 

PEROA Tarif retribusi pelayanan kesebatan yang berlaku di Kabupateo 

Bojonegoro. 

(2) K1aim atas Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) 

merupakan kegjatan kJa.im atas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama 

(RJTP), Rawat lnap Tingkat Pertama (RJTP), Pertolongan Persalinan dan 

pelayanan Rujukan. 

Pual 14 

Pelayanan Kesehatan dasar pada Tingkat Pertama bai.k Rawat Jalan dan 

Rawat lnap, serta Pertolongan Persalioan yang memerlukan tindakao 

Janjutan dapat dilakukan rujukan secara berjenjang pada Fasilitas 

Kesebatan yang lebih bai.k dan mampu setara Rumah Sakit {kelas ID). 

BAB IX 
PENGELOLAAII DilA 

Pual 15 

Dalam penyelenggaraa.n Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

termasuk Jaminan Persalinan agar terlaksaoa secara baik, lancar, 

transparan dan akuntabel, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan 

merujuk pada ketentuan pcngelolaan keuangan yang berlaku. 
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Pual 16 

Ketentuan dalam pengelolaan clana adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menunjuk bendahara pengeluaran 

Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, 

dan Bantuan Operasional Kesehatan di Oinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro sebagai pengelola keuangan Jaminao Kesehatan Masyarakat 

dan Jaminao Persalinan di pelayanan kesebatan dasar; 

2. Pengelola keuangan di Kabupaten barus memiliki buku catatan (buku 

leas umum) dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mcncatat 

setiap uang masuk clan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber 

pembiayaan yang lain, dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern 

maupun ekstem setelab memperoleh ijio Kepala Dioas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro; 

3. Bendahara pengeluaran Tim Pengelola Jamioao Kesebatan Masyarakat, 

,lamioan Persa.1.inan, dan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten 

melakukan pembayaran at.as klaim denga,, Jaogkah sebagai berikut: 

a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan 

dasar yang dilakukan oleh Puskcsmas clan jaringannya berdasarkan 

Perda tarif retn"busi pelayanan kesehatan yang berlaku; 

b. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dilakukan berdasarkao basil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola 

.Jamioao Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jam.man Persa.l.inan 

clan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten; 

c. Tim Pengelola Jamioan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

Jamioao Per.!al.ioan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

Kabupaten melakukan verifikasi ates klaim mencakup: 

(1) Kesesuaian realisasi pelayanan Jamkesmas dan besarao tarif 

disertai bukti pendukungnya; 

(2) Peogecekan klaim dari fasilitas/ tenaga kesehatan swasta yang 

memberikan pelayanao Jaminao Persalinao beserta bukti 

peodukungnya; 

(3) Melakukan kuojungan ke Japangan untuk pengecekan 

kesesuaian dengan kondisi sebenamya bila dipedukan; 

(4) Memberikan rekomendasi clan laporan pertanggung jawaban atas 

klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesebatan setiap 

bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan ke Pusat. 
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4. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara. jasa giro/bunga 

bank barus disetorkan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan dan Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) Kabupaten ke Kas Negara; 

5. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni: 

a. Dokumen pengeluaran dana dan doku.men atas klaim Jamkesmas 

dan Persalinan di Pelayanan Dasar oleh Puskesmas dan Fasilitas 

Kesehatan swasta; 

b . Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, disimpan 

di Dinas Kesehatan Kabupaten se~ doku.men yang dipersiapkan 

apabila audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF). 

6 . Pengelola keuangan di Puskesmas harus memil.iki Buku Tunai, Kwitansi, 

Pajak, Faktur, data dukung sesuai kegiatan; 

7. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan 

Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten 

membuat dan mengirimkan Rekapitulasi Realisasi Laporan Penggunaan 

Dana pelayanan Jamkesmas dan jaminan Pcrsalinan di Pelayanan Dasar 

yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Swasta ke 

Tim Pengelola Pusat/Pusat Pembiayaan dan jaminan Kesehatan dengan 

tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Pual 17 

Pertanggungjawaban klaim dilengkapi dengan pendukung berupa: 

1. Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar berupa bukti kunjungan dan atau 

tindakan yang telah dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya, dengan 

melampirkan fotokopi kartu jamkesmas dan bukti tindakan yang 

dilakukan clalam pelayanan kesehatan dasar; 

2. Persalinan Jaminan Kesehatan Masyarakat dibuktikan dengan 

pengajuan klaim dengan kelengkapan berkas, fotokopi kartu Jaminan 

Kesehatan MaSY&rakat, fotokopi Kartu Keluarga. partogaf yang ditanda 

tangani oleh tenaga kesehatan yang menolong, surat kelahiran dari desa 

dan bidan penolong. kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh 

peserta dan bidan penolong; 

3. Pelayanan kegiatan rujukan di buktikan dengan fotokopi kartu peserta, 

surat rujukan dari Fasilitas kesehatan yang merujuk dengan di bubuhi 

bukti penerimaan rujukan dari Rumah Sakit tempat rujukan. 
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BABX 
IIEKAJIISIIE 

Pual 18 

(1) Setelah Puskesmas clan jaringannya, melakukan pela.yanan kesehatan 

dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan 

Kesehatan Masyarakat. .Jaminan Persalinan dan Bantuan Operasional 

Kesehatan Kabupaten, selanjutnya status dana tersebut berubah 

meojadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesebatan. 

(2) Pendapatan Puskesmas dari Jaminan Kesebatan Masyarakat masih 

bersifat bruto dan peoggunaannya Ja.ngsung dJoayarkan untuk jasa 

pelayanan kesehatan sebesar 50% (Lima puluh persenJ dan sisanya 

sebesar 50% ( Lima puluh perseo) disetorkan ke Kas Daerah sebagai 

pendapatan pemerintah Kabupateo Bojonegoro. Pendapatan bruto dan 

netto keduanya dilaporkan secara utuh ke Kas Daerah untuk dicataL 

(3) Untuk pemeriksaan kehamilan (ANC), pertolongan persalinan dan 

peme.riksaan nifas (PNC) pada program .Jaminan Keschatan Masyarakat 

dibayarkan untuk jasa pelayanan sebesar 85% (Delapan puluh lima 

persen) clan sisanya sebesar 15 % (Lima belas persen ) disetorkan ke Kas 

Daerab sebagai Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, besaran Tarif 

mengacu pada Petunjuk Teknis Jampersal yang berlaku. Pendapatan 

bruto clan netto keduanya dilaporkan secara utuh ke Kas Daerah untuk 

dicataL 

BABXI 
PEl'fGORGAJQSASIAlf 

Pual 19 

(I) Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan terintegrasi dengan kegiatan 

jaminan l<esebatan Masyarakat (Jamkesmas) clan Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK). 

(2) Pengorganisasian manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) clan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terdiri dari: 

a. Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Bantuan Operasional Kesebatan (BOK) bersifat lintas sektor; 

b. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bersifat lintas program. 
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PUal20 

{l) Tim Koordinasi Jantinan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimaoa <funaksud da1am 

PasaJ 19 ayal (2) huruf a ditetapkan oleh Bupali yang lerdiri dari 

Pelindung. Ketua. Sekretaris dao Aoggota; 

(2) Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dao 

Bantuao Operasiooal Kesehatan (BOK) sebagrumaoa dimaksud pada 

ayat (1) bersifat lintas sektor terkait, diketuai oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten dengan anggota terdiri dari pejabat terkait; 

(3) Tim Koordinasi Jamman Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dao 

Bantuan Operasiooal Kesehatan (BOK) Tingkal Kabupaten mempunyai 

tugas: 

a. Menjabarkan st:rategi dao kebijakan J""laksaoaao -lamioao Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasiooal Kesehatao (BOK) 

Tingkal Kabupaten; 

b. Meogarahkan pelaksanaan kebijakao Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai 

kebija.kan nasional; 

c. Melakulcan pengendaliao dao penilaiao pelaksaoA.an kegiatan 

Jamioao Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuao 

Operasional Kesehatan (BOK) di tiogkat Kabupateo; 

d. Menjadi fasilitator lintas sektor tiogkat Kabupaten dao Puskesmas. 

(4) Struktur Tim Koordinasi Jaminan Kesehatao Masyarakat (Jamkesmas) 

dan Bantuao Operasiooal Kesehatan (BOK) Tingkat Kabupaten adalah 

sebagai berikul: 

a. Pelindung : Bupati. 

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten. 

c. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupateo. 

d. Anggota: 

l. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. 

2. Kepala Bappeda. 

3. Sekretaris Dinas Kesehatao. 

4. Direktur Rumah sakit RSUD Dr. R. Sososdoro Djatikoesoemo. 

5. Direktur RSUD Sumberrejo. 

6. Direktur RSUD Padangan. 

7. Kepala PT Askes Cabang Bojonegoro. 
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Pual:tl 

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai penanggung jawab 

pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional 

Kesehatan membentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyara.kat 

(Jamkesmas), Jaminan Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK) Tingkat Kabupaten; 

(2) Tim Pengclola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan 

Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupatcn 

terintegrasi me.liputi seluruh kegjatan pengelolaan Jamkesmas 

(termasuk Jampersa!J dan BOK; 

(3) Stru.ktur Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

Jaminan Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat 

Kabupaten terdiri dari: 

a. Pelindung : Sekretaris Daerah 

b. Penanggung Jawab : Kepa)a Dinas Kesehatan Kabupaten 

C. J>eJaksana : 

1. Ketua: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten. 

2 . Anggota: Seluruh Kepala Bidang di Dinas Kesebatan Kabupaten. 

3 . Sekretariat: 

a) Dikctuai oleh salah satu Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 

kabupaten, diutamakan bidang yang bertanggung jawab daJam 

Jaminan Kesehatan. 

bl Ketua Koordinator Bidang Monitoring. E,raluasi dan Pclaporan 

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOKJ. 

c) Kctua Koordinator Bidang Verifikasi dan Klaim Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK). 

d) Setiap Koordinator Bidang dibantu minimal 3 (tiga) orang staf. 

(4) Sekretariat Tim Pengelola Jaminan Kesebatan Masyarakat, Jaminan 

Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan mempunyai tugas 

keseluruhan sebagai pendukung (supporting) kclancaran J)l'laksanaan 

pengelolaan Jarninan l{esehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan 

Operasional Kesehat.an (BOK) . 
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(5) Tim Pengelola Jaminan Kesebatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan 

Persalioao dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana 

dimal<St1d dalam Pasal 19 ayat (2) buruf b dalam meojalankan tugas dan 

fungsioya terintegrasi meojadi satu kesatuan yang tidak terpisabkan. 

(6) Tim Peogelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jam.kesmas) sekaligus 

menjadi Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dao 

Jaminan Persalinan dao merupakan bagiao yang tidak terpisahkan 

dalam penyelenggaraao Jamkesmas. 

(71 Tim Pengelola Jaminan Kesebatan Masyarakat (Jamkesmas), . Tamioao 

Persalinao dan Bantuan Operasional Kesebatan (BOK) sebagaimaoa 

dimaksud pada ayat (1) dalam melalrsanakao kegiatan roanajemen, 

didukung oleh pembiayaan yang berasal dari dana manajemen BOK yang 

bersumber dari dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi 

dao KIA Kemenkes RI. 

(8J Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan 

Persalioan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dibcrikan 

honorarium yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Jaminan 

Kesehatan Masyarakat. 

(9) Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminao 

PersaJioan dan Bantuan Operasional Kesebatan (BOK) Tingkat 

Kabupaten mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan 

dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Pusat; 

b. Mempertanggungjawabkan manajemen penyelenggaraan .laminao 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dao Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) seca.ra keseluruhan di wilayah kerjanya; 

c. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap 

pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

dan Bantuao Operasional Kesebat:an (BOK); 

d. Melakukao pembinaan, pengawasan dao pengendaliao terhadap 

unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dao Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dao jaringannya serta 

fasilitas pelayanan lanjutan); 
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e. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan Tim Koordinasi 

sesuai kebutuban dalam rangjca evaluasi, monitoring. pembinaan 

dan penyelesaian lintas ndica yang terkait dengan penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK); 

f. Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi 

keuangan dalam penyelenggaraan .laminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); 

g. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jaminan 

Kcsehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK); 

h. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); 

i. Melakukan telaah atas kcgiatan (POAJ Jaminan Kesebatan 

Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

yang diusulkan Puskesmas; 

j. Menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan• 

usulan kcgiatan Jaminan Kesebatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Bantuan Operasional Kesebatan (BOK) yang disetujui dan 

ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang dtoerikan 

kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan; 

k. Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesebatan (BOK) 

yang dilaksanakan Puskesmas berdasarka.n usulan kegiatan 

sebelumnya; 

I. Menangani penyelcsaian keluban terkait dalam penyelenggaraan 

.Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan 

Operasional Kesebatan (BOK); 

m. Selaku Pembina verifi.kator independen melalrukan pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan verilikator independen di 

daerabnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi 

kinerja terhadap kegiatan verifikator independen; 

n. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen 

Puskesmas melalui BOK dan peningjcatan dana kepesertaan Jaminan 

Kesebatan dari sumber APBD; 
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o. Melakukan pengawaasn dan pemeliharaan terhadap inventaris 

barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk 

menunjang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 

daerahnya; 
p. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan basil kinerja 

kepada Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Pusat; 

q. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan 

tugas penyelcnggaraan ,faminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Tim Pcngelola 

Jaroinan Kesehatan MaSYarakat (Jarokes"l8s) dan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur. 

(10) Untuk roelal<sanakan tugas dan fungsi Tiro Pengelola Jaminan 

Kesehatan Magyarakat (Jamkesmas), ,Jamioao PersaJinan dan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) secara serasi, harmooi, dan terintegrasi, 

maka pengorganisasian Jamkesroas dan BOK roelibatkan seluruh 

struktur yang ada di Oinas Kesehatan kabupaten. 

BABXD 
Il'IDIKATOR KEBERIIASILAII, PEIIAIITAUAB DAB EVALUASI 

Bagl•n Kea.tu 
Il'IDJKATOR 

Pua122 

(1) lndi.kator keberhasilan Jaminan Kesehatan Magyarakat dan Jaminan 

Persalinan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian 

_J)"')aksaoaan Jam.inan Per:salioan digi1nakan beberapa kelompok 

indikator. 
(2) lndikator keberbasilan sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( l) meliputi: 

a. lndikator Kinerja Program terdiri dari: 

1) cakupan kunjungan masyarakat miskin 

2) Cak.upan rujukan masyarakat miskin 

b.Indi.kator Kinerja Pendanaan dan Tata Kelola Keuangan terdiri dari: 

l) Tecsedianya dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan 

persalinan pada selurub daerah sesuai kebutuhannya; 

2) Termanfaatkannya daoa bagi peserta jamkesmaS dan seluruh ibu 

hamil/bersalin yang membutuhkan; 
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3) Tenielenggaranya proses kl.aim clan pertanggungjawaban dana 

,Jaroinan kesehatan Masyarakat dan Jaminao Persalinan untuk 

pelayanan dasar dan pelayanan rujukan, dan pelayanan rujukan 

persalinan secara akuntabel. 

Bagj•n Kedua 
PEIIAJITAUAII DAIi EVALUASI 

Pual23 

(1) Pemantauan dan ewluasi pelaksanaan program Jaminan Persalinan 

terintegrasi dengan program Jaroinan Kesehatan Masyarakat. 

(21 Pemantauan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program clan 

pelaksanaan di tapangan, sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan 

tujuan untuk roelihat pencapaian indikator keberbasiJan. 

(31 Ruang Lingkup da1am pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

adalah meliputi: 
a . Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan; 

b. Peltucsaoaao pelayanan kesehatan dasar, pertolongan persalinan yang 

meliputi jumlab kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama 

maupun rujukan; 

c. Pelaksanaan penyalurao dana dan verifikasi pertanggungjawaban 

dana; 

d. Pelaksanaan verif1kasi penggunaan dana program; 

e. Pengelolaan program di tingkat Kabupaten. 

(41 Pemantauan dan evaluasi dilakukan berupa secara berkala bulanan oleh 

Dinas Kesehatao Kabupaten melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Pertemuan koordinasi; 

b. Pengolahan dan aoalisis data; 

c. Supervisi. 

Bag:l•n R:etlp 
PEIIAIIOAXAII KELU1L\II 

Pual24 

(1) Penangaoan keluhan atas pelaksaoaao program jaminan Kesehatao 

Masyarakat clan Jaminan Persalioan berupa penyampaian keluhan 

sebagai masukan untuk perbaikao dan peniogkatan program. 
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(2) Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikeo oleh peserta, pemerhati, dao petuges fasilitas kesehatan 

kepada pengelola program di Dioas Kesehatan, deogao memperhatikao 

prinsip: 

a . Keluhan harus direspon secara cepat dan tepat; 

b. Penanganan keluhao dilakukan pada tingkat terdekat dengan 

masaleh dan penyelesaiannya dapat dilakukao secare berjenjaog; 

c. Peoaogaoao keluhan dapat memanfaatkan unit yang telab tersedia di 

fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bojooegoro. 

BABXIII 
PBIIBl1'AAN DAN PBKGAWA&\11 

Pual25 

(1) Pembinaao dan pengawasan terbadep pelaksenaao program Jamioao 

Kesehetan Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan agar pelaksanaao 

pTOgJ'ruJl lebih berdaya guna dan berhasil guna; 

(2) Pembioaao dao pengawasan sebagaimane dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secera berjenjang sesuei dengan tugas dan fungsioya, 

diantaraoya: 

a.Pembinaao dilakukan secera: 
1) Pembioaan dalam penyusunan POA program; 

2) Pembioaan dalam pelaksanaan program di lapangan; 

3) Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksaoa dao 

tatakelola keuangao serta pemanfaatan dana; 

4) Pembioaao dalam proses verifikasi; 

5) Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen. 

b.Pengawasan dilakukao secara: 

1) Pengawasao melekat; 

2) Pengawasan fungsional. 

BAB XIV 
PEKCATATAII DAN PBLAPORAlf 

Pual26 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemaotauan dan evaluasi diperlukao 

pencatatao dan pelaporao atas pelaksanaan program secara rutin setiep 

bulan. 
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(2) Pencatatan sebagaima na dirnnksud pada ayat (I) merupakan basil 

kegiatan pelayanan program dilakukan oleb fasililas kcsebatan pada 

register pencatatan yang ada. 
(3) Pclaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli: 

a. Rckapitulasi pclaksanan program dnri fasilitas kesehatan kepadn 

Dinos Kesehatan Kabupalcn s<:laku Tim Pengelola Jaminan Kcsehatan 
Masyarakal (Jamkesmas), Jaminan Pcrsalinao dan Bantuan 
OperasionaJ Keseha ton (BOK) pada tanggal 5 (lima) sctiap bulannya; 

b. Rckap ilulasi dari sclu ruh luporan basil pclakmuu,an program di 
wilayah Kabupalen pada Dinas Kcsebatan Kabupatcn selak.u Tim 

Pcngelola Jaminan Kcschatan Masyarakat (Jamkesroas), Jaminan 

Pcrsalinan dan Bantuan OpcrasionaJ Keseha tan (BOK) sebagai bahan 

laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 15 (lima 

belas) setiap bulannya. 

BABXV 
KETEIITUAlf PEll-u-1-'tJ-p-

Pual27 

Hal-hal yang bcluro cukup diatur dalrun Peraluran Bupat:i ini. scpanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Kcpala Dinas Kesebatan Kabupaten Bojonegoro clan dilaporkan kcpada BupatL 

Pasa128 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejaJ< tanggal diundaogkan. 

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peroturnn Bupati ini dengan pcncmpatan nyo dalaro Berita Daerah 

Kabupaten Bojoncgoro. 

lnundangkan di 8-0jonegoro 
pada tanggal lS April 2011 
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pada tanggal 15 April 2011 
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